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K eabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidanayang
dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwatidak ada satu pun hukuman yang dapat
menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait
perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan
bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak
keperdataannya adal ah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang
menjadi dibatas terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana
korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti
lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu
dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenal akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai
prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in
deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of
Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes
that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil
right in social life, yet, such right can't be performed in aliberty manner or in other words, the civil right
scopeis limited. For instance, in corruption case, the civil right of person islimited particularly in certain
legal actsrelated to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law
enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into
Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by
party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in
performing their duties.
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